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KATA PENGANTAR

Penelitian “Penyusunan Bahan Advokasi Delegasi Indonesia Dalam 
Perundingan Multilateral” merupakan salah satu dari 17 judul penelitian Pusat 
Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) TA. 2004 yang dibiayai 
oleh APBN. Laporan hasil penelitian ini merupakan laporan penelitian terbaik 
ketiga pada TA. 2004. Penilaian dilakukan oleh Tim yang terdiri dari 3 orang staf 
pengajar jurusan Sosek, Faperta-IPB dan 1 orang peneliti senior PSEKP. Sebagai 
apresiasi, dan untuk menyebarluaskannya kepada pihak pengguna, maka PSEKP 
pada TA. 2005 menerbitkan laporan hasil penelitian tersebut. Saya menyampaikan 
selamat untuk peneliti dan semoga lebih giat lagi meningkatkan prestasinya.

Isu perdagangan internasional dalam bidang pertanian sangat kompleks 
dan dinamis. Telah banyak dilakukan perundingan-perundingan baik di tingkat 
menteri antar negara maupun pejabat yang lebih tinggi untuk mencapai kesepa-
katan dalam bidang perdagangan. Namun sering kali perundingan tersebut 
mengalami kebuntuan. Masing-masing kelompok negara memperjuangkan kepen-
tingan kelompoknya.

Indonesia telah meratifikasi perjanjian dalam Organisasi Perdagangan 
Dunia/OPD atau World Trade Organization/WTO sebagai kesepakatan yang 
mengatur perdagangan multilateral melalui UU No.7 tahun 1944 tentang penge-
sahan Perjanjian Pembentukan OPD. Sebagai akibatnya, Indonesia berkewajiban 
menerapkan perjanjian-perjanjian OPD yang bertujuan menciptakan liberalisasi 
perdagangan multilateral yang adil dan terbuka. Berhubung lingkungan strategis 
yang terjadi di dalam dan di luar perekonomian dan politik Indonesia ini berkem-
bang secara dinamis dan terjadwal, adalah sangat diperlukan masukan informasi 
dan data tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu dilakukan dan antisi-
pasi kebijakan yang harus dirumuskan oleh para penentu kebijakan di sektor 
pertanian dan oleh para juru runding atau delegasi negara di berbagai forum 
perundingan. 

Laporan ini merupakan hasil penelitian berbagai perkara yang berkaitan 
dengan perjanjian perdagangan multilateral antara lain pengkajian ulang 
perundingan-perundingan OPD dan pandangan Indonesia, penentuan dan usulan 
Mekanisme Perlindungan Keamanan Khusus/MPKK atau Special Safeguard 
Mechanism/SSM, bantuan domestik Indonesia, Produk Strategis/PS atau Strategic 
Products, dampak liberalisasi perdagangan global terhadap dinamika perdagangan 
luar negeri komoditas berbasis pertanian di Indonesia, usulan modalitas Blended 
Formula dan Tiered Formula.

PSEKP menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua 
pihak yang telah membantu Tim Peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian 
mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai tersusunnya laporan ini. Semoga 
hasil studi ini bermanfaat bagi semua pihak dalam upaya memantapkan posisi 
Indonesia dalam perdagangan komoditas pertanian di pasar dunia. 

   Bogor,   September  2005

Kepala Pusat,

    Dr.  Tahlim Sudaryanto
      NIP. 080 035 289
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PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keterbukaan ekonomi Indonesia terhadap aturan perdagangan 
dunia tidak dapat lagi dibatasi secara penuh, mengingat Indonesia adalah 
salah satu negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia/OPD atau 
World Trade Organization/WTO dan anggota aktif berbagai asosiasi ekono-
mi regional. Telah hampir sepuluh tahun usia OPD terbentuk sejak tahun 
1995 sebagai kelanjutan dari GATT (General Agreement on Tariffs and 
Trade) melalui kesepakatan hampir 140 negara di dunia yang diharapkan 
dapat menciptakan tatanan dan iklim perdagangan dunia yang semakin 
terbuka dan memungkinkan pertumbuhan perekonomian dunia tetap 
berjalan pada tingkat yang tinggi. Negara anggota tentunya juga berharap 
agar iklim perdagangan yang terbuka ini akan memberi keuntungan bagi 
para pelaku perdagangan, sehingga perekonomiannya juga dapat bertum-
buh dengan baik. Sampai saat ini dan untuk selanjutnya lembaga ini 
akan terus bergerak untuk mewujudkan tujuan yang ditugaskan kepada-
nya. Setiap negara yang telah meratifikasi kesepakatan tersebut sepatut-
nya melaksanakan janjinya, sehingga dengan kata lain kesepakatan da-
lam OPD akan menjadi acuan utama setiap negara anggota dalam mere-
formasi atau merumuskan kebijakan perdagangannya masa kini. Dampak 
positif dan negatif keputusan OPD yang ditransformasikan kepada kebija-
kan dalam negeri suatu negara telah dirasakan berbagai masyarakat, 
negara, perkumpulan berbagai negara di dunia secara langsung maupun 
tidak langsung.

Kesediaan berbagai negara dunia untuk melakukan perundingan 
dan pada akhirnya juga menyetujui terbentuknya lembaga perdagangan 
internasional, seperti OPD sepatutnya dihargai mengingat pengalaman-
pengalaman sebelumnya pada perundingan GATT di berbagai putaran, 
kesepakatan ini sulit dicapai.  Salah satu bidang yang sangat sulit dicapai 
persetujuannya oleh berbagai negara adalah isu-isu di bidang pertanian. 

Hingga kini OPD telah melakukan lima kali pertemuan tingkat 
menteri, terakhir pada tanggal 10-14 September 2003 di Cancun, 
Meksiko, yang membahas berbagai isu penting berdasarkan usul dari 
negara-negara anggota dan sekretariat OPD yang ingin diselesaikan secara 
demokratis di dalam sidang OPD. Namun, disayangkan pada persidangan 
tingkat menteri yang kelima ini pertemuan menghadapi jalan buntu tanpa 
kesepakatan berhubung adanya kesenjangan aspirasi dan harapan dari 
berbagai negara atau kelompok negara, terutama antara negara berkem-
bang dan negara maju. Hal ini memang bukan sesuatu yang luar biasa 
karena masing-masing negara berkepentingan dengan nasib masyarakat 
dan perekonomiannya juga dan landasan ekonomi setiap negara ini 
tidaklah sama. Tentu saja kebuntuan perundingan ini tidak diinginkan 
oleh siapapun dan oleh karena itu masing-masing negara atau kelompok 
negara dengan caranya masing-masing pasti telah berusaha menggalang 
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dukungan agar aspirasi dan harapan kelompoknya dapat dipertimbang-
kan pada persidangan tingkat menteri berikutnya. Inilah salah satu segi 
positif dari adanya OPD yang memiliki agenda dan jadwal perundingan 
secara teratur dan ini pulalah salah satu kesempatan yang harus diman-
faatkan oleh Indonesia agar dapat menyiapkan diri sebaik-baiknya meng-
hadapi perundingan.

Selain dalam forum seperti OPD, Indonesia juga mempunyai dan 
mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang bersifat regional, substansial, 
atau unilateral, seperti misalnya APEC, AFTA, Cairns Group, dan yang 
terakhir kelompok 33 negara berkembang dengan mengusung kepenti-
ngan, cita-cita dan sasaran masing-masing. Lagi pula, Indonesia juga 
memiliki negara-negara mitra dagang komoditas pertanian baik yang telah 
berlangsung sejak lama dan masih berjalan dan aktif hingga kini. Sehing-
ga, meskipun OPD tetap melaksanakan agendanya, hubungan dagang 
tradisional apalagi yang baru antar dua negara tetap dengan hukum-
hukum yang telah berlaku berabad-abad dan tidak bertentangan dengan 
azaz-azaz OPD akan tetap berlaku walaupun harus melakukan penyesuai-
an. Semuanya ini bersifat strategis dan sangat menentukan perkemba-
ngan ekonomi dan sektor pertanian dan agribisnis Indonesia. Jadi, pada 
dasarnya Indonesia saat ini sedang menghadapi proses perubahan lingku-
ngan strategis, baik yang datangnya dari dalam negeri sendiri maupun 
yang datang dari luar.

Perubahan-perubahan tersebut dipastikan akan memberikan 
pengaruh positif pada pembangunan pertanian, demikian pula pada setiap 
subsektor dan komoditasnya selama kebijakan dan program yang dijalan-
kan mampu mengantisipasi serta memanfaatkan perubahan dan tanta-
ngan tersebut untuk mengembangkan sistem agribisnis komoditas dan 
sebaliknya menjadi bencana apabila pengelolaannya tidak dilakukan 
secara cermat, waspada dan bijaksana. Hal ini misalnya, sangat jelas pada 
kasus beberapa komoditas penting di sektor pertanian dan perekonomian 
Indonesia, yakni gula, beras, jagung dan kedelai yang menjadi fokus 
penelitian ini. Saat harga dunia ke empat komoditas ini yang lebih rendah, 
seperti sekarang ini tentu saja akan menimbulkan rangsangan yang 
sangat kuat untuk memasukkan impor ke pasar dalam negeri. Namun, 
dengan membuka lebar-lebar pasar dalam negeri atas komoditas-komodi-
tas tersebut pada saat ini, maka sistem agribisnis dan industri di dalam 
negeri akan terancam karena tidak mampu menyaingi harga komoditas 
impor yang lebih rendah. Sebaliknya, menutup rapat pasar dalam negeri 
terhadap impor tidak mungkin dilakukan karena bertentangan dengan 
peraturan perdagangan dunia yang dicanangkan oleh OPD. 

Saat ini gula dan beras dalam negeri berada dalam skema kebija-
kan yang menyeimbangkan kesejahteraan konsumen dan produsen, mela-
lui instrumen Tata Niaga Impor Gula yang diatur oleh Surat Keputusan 
(SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Nomor 643/
MPP/Kep/9/2002 untuk gula dan INPRES 9/2002 untuk beras. Izin 
impor gula dibatasi bagi importir terdaftar (IT) yang menyerap 75 persen 
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tebu petani dan impor ini dibebani tarif sebesar Rp. 700/kg dan hanya 
pada masa-masa di luar masa giling tebu pabrik gula. Impor dilakukan 
untuk menyeimbangkan kepentingan petani dan konsumen dengan tarif-
nya sebesar Rp. 430/kg dan hanya dapat dilakukan pada musim kemarau 
atau paceklik. Sementara itu untuk jagung dan kedelai belum ada kebija-
kan khusus yang dilakukan pemerintah, tetapi kebutuhan itu ada mengi-
ngat kedua komoditas ini juga tidak memberikan keuntungan yang mema-
dai bagi petaninya, sehingga kurang berkembang baik dari segi areal 
maupun produksinya. 

Berhubung lingkungan strategis yang terjadi di dalam dan di luar 
perekonomian dan politik Indonesia ini berkembang secara dinamis dan 
terjadwal, adalah sangat diperlukan masukan informasi dan data tentang 
langkah-langkah dan tindakan yang perlu dilakukan serta antisipasi kebi-
jakan yang harus dirumuskan oleh para penentu kebijakan di berbagai 
subsektor pertanian dan agribisnis terutama oleh para juru runding atau 
delegasi negara diberbagai fora. Untuk memperoleh pemahaman yang 
benar bagaimana liberalisasi perdagangan dapat memberi sumbangan ter-
hadap tujuan pembangunan dan mendapatkan saran untuk meningkat-
kan mutu kebijakan yang tepat, diperlukan penelitian dan analisis kebi-
jakan yang bersifat teknis pada setiap pokok perundingan dan tentang 
kebijakan dan alternatifnya yang secara khusus diarahkan kepada isu-isu 
perdagangan pertanian yang berdinamika tinggi ini. Semua hasil-hasil 
analisis dan  saran-saran kebijakan ini harus dibahas secara mendalam 
dan diperdebatkan oleh semua kalangan yang terkait, yaitu petani dan 
asosiasi produsen, pedagang dan asosiasi pedagang, pedagang pengekspor 
dan pengimpor, pengolah dan industriawan, serta kalangan swasta lain, 
LSM, penentu kebijakan di daerah dan di pusat untuk mendapatkan se-
buah proposal atau posisi yang dapat diterima semua pihak.  

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengkaji ketentuan dan skema perlakuan khusus dan berbeda/PKB 
(special and differential treatments/SDT), special safeguard mecha-
nism/SSM, least-developed and net food-importing developing countries 
dan kerangka Perjanjian Pertanian/PP atau Agreement on Agriculture
serta relevansinya terhadap komoditas dan sektor pertanian Indonesia.

2. Mengkaji metode perhitungan green box dan domestic support untuk 
komoditas dan sektor pertanian terutama komoditas yang dianggap 
strategis.

3. Mengidentifikasi dan menganalisis kriteria dan justifikasi petentuan 
komoditas yang dianggap produk strategis/produk khusus/PK (strate-
gic product/SP) 

4. Menganalisa penetapan dan kemungkinan penggunaan mekanisme 
tariff rate quota (TRQ), domestic support dan export subsidy pada 
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komoditas pertanian dalam negeri untuk memperkuat agribisnis 
komoditas tersebut dan menilai dampaknya terhadap kesejahteraan 
masyarakat, petani produsen, dan konsumen dalam negeri,

5. Mengkaji dampak resiprokal penetapan dan penggunaan mekanisme 
tariff rate quota (TRQ), domestic support dan export subsidy, serta 
border measures lainnya pada komoditas pertanian yang dilakukan 
oleh negara mitra dagang Indonesia terhadap kesejahteraan masyara-
kat, petani produsen, dan konsumen dalam negeri,

6. Melakukan identifikasi dan inventarisasi modalitas perundingan multi-
lateral saat ini dan arah ke depan. 

7. Menyusun berbagai usulan, rekomendasi dan rumusan alternatif 
kebijakan modalitas tarif, penurunan tarif dan jadwal pelaksanaannya.

Sasaran Akhir

Diperoleh data dan informasi tentang:

1. Pengkaji ulangan naskah perjanjian perdagangan pertanian interna-
sional yang berkaitan dengan keadaan sektor pertanian Indonesia dan 
kemampuan penyesuaiannya terhadap arus globalisasi.

2. Pengaruh isu dan kinerja perdagangan internasional/regional/unila-
teral terhadap komoditas dan sektor pertanian Indonesia.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan multilateral/regional/
unilateral komoditas dan sektor pertanian Indonesia.

4. Kinerja pasar domestik dan ekspor berbagai komoditas pertanian 
Indonesia.

5. Pengaruh modalitas liberalisasi perdagangan komoditas pertanian 
terhadap harga komoditas pertanian, kesejahteraan dan konsumsi 
masyarakat, ekspor dan penerimaan pemerintah Indonesia.

6. Pengaruh kebijakan perdagangan negara mitra dagang Indonesia ter-
hadap harga komoditas pertanian, kesejahteraan dan konsumsi ma-
syarakat Indonesia.

7. Rumusan dan usulan posisi dan kebijakan Indonesia dalam negosiasi 
perjanjian perdagangan multilateral di bidang pertanian.

Perkiraan Dampak

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi 
penentu kebijaksanaan, khususnya dalam merumuskan langkah-langkah 
untuk menghadapi penerapan liberalisasi perdagangan pada komoditas 
strategis sehingga mampu bertahan dan melakukan penyesuaian terha-
dap persaingan internasional.




